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BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA KEKERASAN 

 

A. Pengertian Kepolisian 

              Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keamanan 

dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan 

lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk 

maruk yang ada dalam lingkup negara. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai 

aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung 

masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dikatakan alat negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. ( Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ) 

                 Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, 

Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta 

berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan 

masyarakat  yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang 

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan 

tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam 

mengambil keputusan.
44

 

                                                           
44

 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 12 



 

53 
 

              Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat 

dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada 

masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta 

terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, 

hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia.
45

 

               Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem  

totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa. ( berlawanan dengan 

demokrasi ). Seperti gestapo di zaman Hilter ( jerman), Polisi zaman penjajahan  

Belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan  

Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin  Maha Patih 

Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “ Satya Haprabu” Setia kepada 

raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai 

alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.
46

 

             Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup  

Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi 

Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang 

melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan 
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mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan 

ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian 

maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya 

ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas 

Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda ada yang 

membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada 

Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil 

Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan 

Departemen yang berdiri sendiri.
47

 

             Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi 

adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan 

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu 

anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan 

Ketertiban.
48

 

             Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam 

melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di 

anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum 
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menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.
49

 

              Berdasarkan uraian di atas Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif 

yang bertugas melundungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda 

pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu 

menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi 

pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan 

segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala 

gangguan Tindak Kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. 

              Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 

bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta 

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum 

serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya  diseluruh 

wilayah negera Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara 

Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka 

wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut 

kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian 

dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas 

Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada 
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Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah 

yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan 

Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres 

yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada 

Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang 

Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau 

Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai 

kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. 

              Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa 

“ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu  fungsi Pemerintahan negara 

dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat” 

              Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak 

hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
50

 

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum. 

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani 

permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur 

dalam hukum.  
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3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 

Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan 

kekuatan hukum dikalangan masyarakat.  

4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan kepada masyarakat.  

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas  instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang 

membidangi. 

    Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat 

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002  telah mengalami perubahan citra, 

maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas 

menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat 

dekat dengan masyarakat guna menjalakan asas preventif. Oleh karenanya harus 

mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta 

kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini 

menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus 

bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.  

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

               Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama 

yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan 

menegakan hukum dan memelihara tata tertib. 



 

58 
 

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang 

dalam Pasal 14 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:
51

 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan  

kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran  

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas  

Polisi; 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani 

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian, serta   

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.   
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             Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian 

berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok 

tersebut yakni sebagi berikut:  

 “Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. 

Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan tertentu lainya. Selanjutnya substansi tugas 

pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari 

fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang 

termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian”.
52

  

     Mengenai  Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diatur dalam Pasal  15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :  

    Secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat menggangu ketrtiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;  

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administrasi Kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagia bagaian  dari tindakan 

Kepolisian dalam rangka pencegahan;  
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g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

h. Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang ; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan pusat informasi.
53

 

Ditinjau dari kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang 

sebagaimana terebut di atas, maka di berbagai Undang-Undang yang telah 

mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang 

itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:
54

 

a. Memberikan izin dan mengawaasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya; 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

f. Memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. Melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 
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k. Melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas 

Kepolisian. 

 

C. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum 

             Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, 

ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita 

hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai 

tersebut  harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui 

apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu 

diimplementasikan atau tidak.
55

 

            Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan 

dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat 

erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan 

baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau 

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang 

dapat diterima masyarakat. 

          Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi 

pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di 

dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan 

dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyelidik salah 

satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

                                                           
55

 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 

2009, hlm. vii 



 

62 
 

Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 

KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan.  

             Penjelasan di atas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau 

penyidikan. Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi 

berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung 

oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena 

polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, 

memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan 

atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. 

             Tugas dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam 

KUHAP Pasal 5 yaitu : 

1.      Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana; 

2.      Mencari keterangan dan barang bukti; 

3.      Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

4.      Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu 

dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf 

pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, 

kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak 
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Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan 

untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu 

untuk menetukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan 

penuntutan. 

               Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum 

yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, 

penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam 

ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses peyidikan itu 

dinyatakan selesai.
56

 

              Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat di 

laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana 

penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa 

tindak pidana. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh penyidik dalam 

proses penyidikan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah 

sebagai berikut: 

1. Penangkapan; 

2. Penggeledahan; 

3. Penyitaan; 

4. Penahanan; 

5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. 

                 Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

dasar dilakukan penyidikan adalah: 
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a) Laporan polisi/pengaduan; 

b) Surat perintah tugas; 

c) Laporan hasil penyelidikan (LHP); 

d) Surat perintah penyidikan; dan 

e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 

 

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut: 

a) Keterangan saksi; 

b) Keterangan ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan terdakwa. 

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang 

dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan jelas apa tugas dan 

kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem Peradilan 

Pidana.
57

 

             Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Polri sebagai bagian dari aparatur penegak hukum 

mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta 
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tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum 

menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. 

            Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri 

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam 

rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan 

perkara Pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, 

telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada  penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang   dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. Melakukan  pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat  imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah  atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 
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k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut; 

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan; 

3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

5) Menghormati hak azasi manusia. 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa 

tugas pokok Polri adalah:  

(a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

(b) Menegakkan hukum; dan  

(c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Ketiga tugas pokok Kepolisian tersebut sebagaimana disebutkan di atas 

merupakan tugas-tugas yang terintegrasi dalam satu sistem, karena memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum 

baik bersifat pre-emtif maupun preventif. Demikian juga menegakkan hukum 

tidaklah selalu indentik dengan menegakkan hukum dalam arti repressif tetapi 

juga menegakkan hukum dalam arti preventif artinya aktif melakukan penjagaan 

agar niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan tidak 

terlaksana, sehingga harmonisasi antara kehidupan masyarakat yang tertib dan 

terpeliharanya hukum dapat tercapai. Sama halnya juga dengan memberikan 
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian 

dari kewajiban publik yang harus dilakukan agar perasaan masyarakat aman di 

manapun berada. Tentu perasaan aman ini bisa terwujud apabila masyarakat dan 

Kepolisian secara timbal balik saling dukung-mendukung. 

               Berdasarkan uraian diatas Kepolisian sebagai aparat Penegak hukum 

dalam melaksanakan tugas, Kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan 

kepada masyarakat akan keamanan dalam lingkungan, dengan menegakkan 

wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam 

masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat akan 

keamanan, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan 

hukum sebagai suatu usaha untuk mengekpresikan citra moral yang terkandung di 

dalam hukum yang bersifat adil dalam penegakannya. Citra moral yang terkadung 

di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari 

aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-

undang Nomor 2 tahun 2002. 

D. Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian 

             Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu 

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha 

sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha 

tersebut: 

1.Tindakan Preventif 

             Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. 
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             Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan 

tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik 

penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, 

tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau 

mencapai tujuan.
58

 

          Menurut Bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:  

a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi 

dalam arti sempit; 

b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi: 

1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu 

berbuat jahat. 

2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 

penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi 

(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain) 

c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan 

dengan berusaha menciptakan; 

1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik. 

2) Sistem peradilan yang objektif. 

3) Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. 
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e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah 

prevensi kejahatan pada umumnya.
59

 

2. Tindakan Represif 

               Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana.
60

 Tindakan 

respresif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan Tindak 

Pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (Pidana) yang setimpal 

atas perbuatannya. 

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk 

masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum 

dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, 

pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan 

narapidana. 

              Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan 

tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara 

atau tekhnik rehabilitasi yaitu: 

a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum 

penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman 

bersyarat dan hukuman kurungan. 

b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi 

orang biasa, selama menjalankan hukuman di carikan pekerjaan bagi 
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terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan 

agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.
61

 

            Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu 

suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan 

hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan 

perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi 

lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana 

untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah 

dilakukan. 

            Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik; 

b. Peradilan yang efektif; 

c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa; 

d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang 

serasi; 

e. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan; 

f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya 

kejahatan; 

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
62

 

                Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut 

diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi 

dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan. 
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Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda 

dengan penganggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun 

psikisnya. Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat 

dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:
63

 

a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara 

mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak 

delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan 

hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan 

lain-lain. 

b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa 

menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap 

adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk 

hidup susila dan mandiri. 

c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah 

satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan 

anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural. 

          Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan 

kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah 

penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah 

bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan 

penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan 
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hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu 

dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan 

masyarakat secara umum. Secara khusus di arahkan pada politik 

kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada 

umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, 

maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan 

sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan 

kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana non penal 

diberi porsi yang lebih besar dari pada penggunaan sarana penal, berati ada 

kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang 

berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan 

timbulnya kenakalan anak.
64

 

 

E. Teori Kriminologi Penanggulangan Kejahatan 

                Kriminologi adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial 

perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena 

konsekuensi berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. 

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah 

kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. 

Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai 

bentuk kejahatan.  
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             Kriminologi (criminology dalam bahasa Inggris, atau kriminologie dalam 

bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata ”crimen” dan 

”logos”. Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian 

kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.
65

 

                 Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang 

bertujuan untuk menyelidiki gejala – gejala kejahatan yang seluas – luasnya. 

Pengertian seluas = luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang 

berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah 

sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi 

masyarakat, pribadi penjahat ( umur, keturunan, pendidikan, cita – cita ).
66

 

               Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk 

mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang 

karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat 

disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab 

itu diketahui, maka disamping  pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan 

yang  tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang 

lain  akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri anglo saxon 

Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian: 
67

 

a. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-

sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 
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b.Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan 

masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya). 

c. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus 

dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. 

Menurut M Kemal Darmawan pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi 

memalui beberapa pendekatan, yang antara lain terdiri dari: 

1. Pre-emtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab 

terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan 

pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi 

Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen). 

2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan 

(police hazard), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / Ancaman 

Faktual (crime). 

3. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap Gangguan Nyata / 

Ancaman Faktual berupa penindakan/pemberantasan/ penumpasan 

sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk 

memberikan contoh (Social Learning) dan menimbulkan Efek Deterence 

agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan / mengulangi 

perbuatannya.
68

 

Selanjutnya menurut Kaiser membagi pencegahan kejahatan menjadi 3 kelompok 

secara umum terdiri dari:
69

 

1. Pencegahan primer 

Merupakan strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, 

dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum yang mempengaruhi faktor-

faktor  kriminogen. Tujuan pencegahan primer yaitu untuk menciptakan 
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kondisi sosial yang baik bagi setiap anggota masyarakat sehinngga 

masyarakat merasa aman dan tentram. 

2. Pencegahan sekunder 

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam 

kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Sasaran dari kejahatn ini 

ialah orang-orang yang sangat mungkin melakukan pelanggaran. 

3. Pencegahan tersier 

Memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme, dengan 

orientasi pada pembinaan. Sasaran utamanya ialah pada orang-orang yang 

telah melanggar hukum. 

Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari 

kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penology dan 

metode – metode, teori – teori yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah 

prevensi kejahatan dengan tindakan – tindakan yang bersifat non – punitif. 

             Kejahatan adalah suatu  masalah yang serius  dan selalu melekat di dalam 

masyarakat yang memerlukan solusi penyelsaian yang adil. Kejahatan selalu akan 

ada dan akan terus berkembang dengan berbagai macam bentuk serta tindakan-

tindakn yang berbeda dengan sering berjalannya waktu. berbagai upaya dalam 

menanggulangi serta menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi 

meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali 

sebagai warga masyarakat yang baik serta tindak mengulangi tindak kejahatan itu 

kembali. 

           Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, 

kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
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kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar 

hukum serta Undang-Undang Pidana.
70

 

             Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri memiliki perbedaan pendapat 

diantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis 

dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang 

- Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan 

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga 

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 

dan ketertiban.
71

 

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social 

phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat 

dan orang – orang yang melakukan kejahatan.
72

 

            Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam 

memahami, memberikan solusi dan mengungkapkan berbagai permasalahan 

tentang kejahatan serta penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori 

kriminologi ini menjadi landasan yang sangat penting yang akan menunjukkan 

arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan 

diteliti dan dicari solusinya agar terselesainya permasalahan.  
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           Dalam menentukan teori mana yang menjadi landasan, hasil yang 

maksimal akan dicapai apabila kita dapat menentukan perspektif mana yang akan 

digunakan. Penentuan perspektif ini kemudian memberikan patokan kepada kita 

dalam usaha penelusuran dan pencarian kebenaran terhadap realita yang ada di 

dalam masyarakat serta masalah yang ada didalamnya. karena itu dibutuhkan 

suatu paradigma berpikir yang akan menuntun ke arah fokus perhatian suatu 

masalah sehingga masalah tersebut dapat dikaji secara mendalam dan 

mendapatkan solusi yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


